WALL KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEFOK
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN S0OSIAL BERSKALA BESAR SHECARA PROPORSIONAL
PRA ADAPTAS| KEBIASAAN BARU DALAM RANGEA PENCEGAHAN, PENANGANAN,
DAN PENGENDALIAN CORGNA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALl KOTA DEPOK,

Menimbang - a. bahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adapiasi
kehigsann baru di Kota Depok dan uniuk lchib
menerapksan perilaku hidup bersin sehat dalam rangka
pencegahan, Prnanganan, dan pengendalian
penvebaran Cerona  Vius Disease 2(H9 fCouid-T49)
sebagai sebunh tatanan kehidupan yang bani, perlu
disusun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBO} secara proporsional pra Adaptast Kebiasaan
Baru [(AKB) yang mampu mendorong terciptanya
masyarakal vyang sehat dan  produktif  ditengah
pandemik, namun aman dari penularan Corona Virus
Disease 2019 (Couvid-19);

b, bahwa berdasarkan pertimbangsn  sebagaimana
dirnuksud dalam hurul a, perhil menelapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi
Kebissaan Baru  Dalam  Rangka  Pencegahan,

Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus (isecse
2019



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 lentang Wabah
Penyakit  Memualar  [Lembaran Negara  Republik
Indomesia Tabiun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Megara Hepublik [ndonesia Tahun 1984 Nomor 3723
Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 19499  t{entang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Depok dan
Kotamadya Dacrah Tingkat 0 Cilegon  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 449,
Tarmnbmhan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Mormor 3828);

Undung-Undang  Nemor 36 Tahun 2009 lentang
Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S063);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014  tenlang
Pemenntahan Daecrah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah teberapa kali diubah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 20135 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Duersh {Lembaran
Negara Republik Indeonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambehan  Lembaran Negara Republik  Indonesia
homor S670);

Undang-Undang Nemoer 30 Tahun 2014 tentang
Admimstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesie  Tahun 2014 Neomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S601);



£

10,

11

Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Nepara dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  unluk
Penangan Pandemi Corone Virus Disease 19 (COVID-19)
dan/atou dalam rangks Menghadapl Ancaman yang
Membahayakan Perckonomaan  Nasional  dan/atan
Stabilitas  Sislemm  Keuangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan  Wabah  Penyakit  Menular  (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Mormor 3447}

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penvelenggaraan Penangeulanpsn Bencana (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Momor 4828];

Peramuran Pemennlah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
engelolasn  Keuangan Dacrah  [Lembarsn  Negara
Hepublik Indonesia Tahun 2019 Nomoer 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial DBerskala Besar Dalam  Hangka
Percepalan Penangenan Corong Virus Disecse 2019
[COVID-19)  [Lembaran MNepara Republik Indonesis
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahsen Lembaran Nepara
Kepublik Indonesia Nomor 6487);

- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 lentang

Penyelenpparaan Kedaruratan Bencana pada Kondisi

Tertenti;



hMenctaplkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang  Percepatan  Penanpanan  Corona Virds
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

MEMUTUSEAN:

PERATURAN WALI KOTA TEMNTANG PEDOMAL

PEMBATASAN  S0OSIAL BEESEALA BESAR SECARA

PROPORSIONAL FRA  ADAPTAST KEEBIASAAN BARU

DALAM REANGKA PENCEGAHAN, PEMANGANAN, DAN

PENGENDALIAN CORONA VIRLUS DISEASE 2019,

BAD ]
KETENTUAN UMUM
Eagian Kesatu
Pecngertian
Prgal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

2. Pemerintah Dacrah Kota adalah Wali Kota sebuagai
unaur  penyelenggara Pemerintahan  Daerah vang
mermimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan vang
merjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depol.

4, Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Decwan Perwakilan Rakvat Dacrah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota.

2. Gugus Tugas Percepatan Penangenen Corono Virds
Disease (Cowmid-19) Dacrah Kota yanp selanjutnya
discbur Gugus Tugas Cowid-T79 adalah Gupus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus [Msease [Covid-
1% yanp dibentuk Pemerintah Daerah Kota,



141.

Pembalasan Sosial Berskala Besar yang selanjuinya
disingkat PEER adalah pembatasan kegmatan terrenta
penduduk dalam suatu wilayah vang diduga ternfckst
Corena Vinis Discase 2019 (Cowd 13 sedemikian napa
untuk mencepah kemunpgkinan  penvebaran Corona
Vimas [hsease 2019 [Covid- 19)

Corona Virus Desease 2019 yany selanjutiya disingkat
Coard-19 adalah penyakit infelksi saluran pernapuasan
akibal durl severe doule respiratory syndrome virus
corona 2 (SARS-CoV-2] yang tolah menjadi pandemi
global berdasarkan penelapan dari World  Health
Chrganization (WHO] dan ditetapkan schapal bencana
non alam nasional berdasackan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Corona Viris Desesgse 2019
fCovid 19 sebapgai Bencana Nasional.,

Adaptasi Kebiassan Baru sclanjutnva disinglat AKB
adalah upaya percepatan penanganan Copid 19 yang
mendukung keberlangsungan perckonomian
masyarakal yang mensinergikan aspek keschatan,
sosinl, dan ekonomi.

Rarantina adualah proses menpgurang dsiko penularan
dan dentifikasi  dini Copid-79  melalui  upays
memisahkan individu vang sehat ataa belum memiliki
gejala Comd-19 retapi memiliki miwayat kontak dengan
pasien konlirmasi Cowrid-19 wlau memilikd  riwayat
bepergian ke wilayah yang sudah terjodi transmisi
lokal,

lsolasi adalah proses mengurang tisike penularan
melalul upaya memisahkan individu yang sakit baik
yang sudah dikonfirmes: laboratorium atou memiliki

gejala Cowid-19 dengan masyarakat luas,



11, Kerja 1xari Rumeh atau Work From Home vang
selanjuinya disingkat WFH adalah pelaksanuaan tugas
kedinasan yang dikerjalkan dand rumah dengan tetap

memherilkan lapuran Liesil pekerjaan kepada

pimpinan,

Pazal 2
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota inl meliputi:
a. pelaksanaan PSEB Secara Proporsional pra AKE;
b. Pembatazan Sosial Eampung Slaga Cowid-19 [PSES
Cond- 15
c. penpendafian dan penpamanan;
d. momniloring dan evaluasi; dan

c. peclaporan.

BAB II
FELAKSANAAN PSBE SECARA PROPORESIONAL PRA AKR
Faszal 3

Seliap orang yang berkegiatan di luar rumah/berada di

tempat Winum, wajib:

a. menggunaken masker secara benar:

b. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit
1,5 {satu setengah) meter dan tidak berkerumun:

C. mencuci tangsan dengan sabun dan air mengalir atau
harndsanttizer,

. melakukan pemeriksaan tubuhb secara berkala;

& menggunakan afat pelindung did vang sesuai dengan
risiko pekerjaan:

f. menghindan untuk menyentuh wajah, hidung, mulut,
dan maia;

B melakukan ctiks batuk dan bersin;

h. melakukan isolasi mandiri Jika terdapat gejala flu,
batuk, dan pilek;

1. menjaga keschatan dengan olah raga, istirahat cukup,
dan tidak panik; dan



i,

melaloukon desinfoksi secara herkala pada area vuang
sering lersentah.

Fa=al 4

Sctiap  orang  vanp  berdasarken  hasil  pemeriksaan

kesehatan melalal SWAB PCR menunjukkan hasil positf
Coetd-1 9 dengat kondisi:

d.

(1)

isertnl gejola (simptomatis), wajib mengaland isolasi
ot ruumah salkik;

tidak disertal gejala (asimptomatis), waph untuk isclasi
mandiri di rumah jika memungkinkan, apahila tidak
memungkinkan mamahnya untuk isolasi mandiri, meales
diharaskan untuk isolasi di BEumsh Salat sesuai
rekaormnendasi tenapga kesshatan.

Pagal 5

Pelaksanaan PSEB secara proporsional pra AKB di

Dacrah Kola dilaksanakan denpgan ketentusn sehagat

berilout:

a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam
provins dan anter provinsi;

b. brgl masvarakat bensilko tingg [lansia dan orang
dengan  penyakit komorbid), dianjurkan untuk
tetap tinggal di mamah;

¢. rumah sakit melaksanakan kcgiatan deongan jam
operasionad normal, dengan pengatuan sebagian
polikhinik rawat jalan dibukas dan mawsl inap
beroperdsi secara normal;

d. [asilhitas kesehalan Unghat pertama melalkisanakan
kcgiatan dengan jam operasional secara normatl,
dengan pembatasan jumlah penpunjung scbanyak
200 (lirma pulnh persen) dari kapasitas layanan
pasien, dan membuks  semus jenia layanan
kesshatan,

e waklivitas pelayanan di Posyando  dilaksanakan

dengan peoserta terbatas;



aktivitng di perkantoran dilaksanakan dengon jam
operasional  normal, dengan  ketentuan  paling
banyak 50 % [lima puluh persen) pegawal beleerja
dengan sistem WEH, dan menerapkan jadwal pikel
ProEEIWHT,

aktivitaa hotel  beralan denpsn melaksanoakan
ketentuan paling banyak 30% (lima puluh persen)
dan [eslitas layanan hotel, serta menutup fasilites
kolam renang;

aktivitas  perbankan  dilaksanakan  dengan
pembatazsan jam  operaswenal dan melayani
transaksi online, dengan  ketentuan  pepawal
belerjia denpan sistern WEFH 50%, dan mencrapkan
jadwal piket pegawail, scrta membatasi jumlah
pengunjung paling banyvak 50% (lima puluh persen)
dari kapasitas tempat pelayanan;

aktivitas di lokasi wisata alamn  diperbolehkan
denpan ketentuan paling banyak 30% {lima puluh
persen) darl Kapasitas penglinjung;

aktivitar  di  bioskop diperbolehkan, dengan
kapasitas paling banyak 30% (tiga puluh persen)
dar kapasitas penpunjung;

aktivitas di tempat bermain ketangkasan, sarana
permainan anak, dan tempat karaoke belum
diperbolehlkan;

aktivitas industri manufakrar dilaksanakan dengun
slstem  penpurangan jam kena dan,."ﬂ_t.au
pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja
paling banyak 504 (lima puluh persen) dari
kapasitas gedung:

alktivitas  di  warung makan/restoran/ kafe
dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional
dengan kapasitus paling banyak 50% (lima puluh
pcracn) dari ekupansi meja;



aktivitas di mall dilaksanalean dengarn:

1. membalesi jarm operasional;

2. membalas jumlash penpunjung paling banvak
% (lima puluh persen) dar kapasitas:

3. tidak memperbolchkan pengunjung  anak
bawah lima tahun [halita} dan orang lanjut usia
[lunsial,

4. memperbolchkan prakiek khimk dokter gigi
pdentistl]  dengan  menggunakan  protokol
kesehatan lavanan klinik dokter gigi;

aktivitas di supcrmarket, ntel, grosit, hypermarket,

midimarket dan  teko  swalavan  dilaksanakan

dengan pembatasan  jam  operasional  dengan
pembatasan jumlah pengunjung pabng banyak

50% (lima puluh perszen] dari kapasitas;

aktivitas i minimarket dan pedagang cceran

dilaksanakan dengan pembatasan jam operasienal

dengan pembatasan jumlah penpunjung paling
banyalk 30% (lima puluh persen) dari kapasitas,
aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan
pembatasan jam operasional dengan pembatasan
jumlah penpunjung paling banyak 50% (lirma puluh
persen) dard kapasitas,

aklivitas pembelajaran di  sekolah, kegatan

extrakurikuler,  kegialan  masa  pengenalan

lingkungan sckolah bapg siswa bami, termasik
kogiatan wiglida dilaksanakan SCCATH
online/daring;

aklivitas ujian seleksi masuk perguruan  Hngg

neger dan uji kompelensi  dilakukan  dengan

menjaga jarak paling sedikit 1,5 m [satu setengah
meter], peserta paling banyak 50% dani kapasitas

IMiarEAr,;



aktivitas i pesantren dan pendidiken keagamaan
diperhalebkan  dengan memperhutikan  protokol
kesehalun yang diatur dalam Kepulusan Bersama
Antara  Menteri Pendidikan  den Kebudavaan,
Menteri Apama, Menter Keachatan, Dan Menteri
Dalam MNepern;

aktivitas di salon dan barber shop/culur rambuat
diperhbolebloan;

akttivitazs olahraga (latithan mandiri dan latihan
bersama]  lermasuk  aklvilas di fitness  centre
diperbolehlearn;

. aktivitas olahraga renang tidak diperbolehkan;
upan, sslelesi, dan pembinaan allet dilaksanaksn
dengan jumlah peseria terbatas;

aktivitos di arca publik:

tarmnan, ditutup;

kolam renang, ditutap;

perpuastakann, ditutup;

ol

terminal Anghkutan Kota Dalam Provinsi [AKDF)

dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP),

stasiun, diladtukan pembatasan jam eperasional
dan jumlah penpunjung sebanyak 50% (lima
puluh perzen) dan kapasitas godung;

5. tempat ibadah, dapat dilaksanakan dengan
menjaga jarak antar jamaah 1,5 m;

6. penyelenggaraan acara kegiatan agama, sosial,

dan budaya, sebagal berikut:

g} turnamen/pertandingan olabraga, helum
dapat dilaksanalan;

h)] pagelaran/fostival seni budaya skala kercil
diperbolehkan  dengan  kapasitas  paling
banyak 30 (tiga puluh) orang, dan menjaga
jarak 1,5 m;

c] konscr musik, soni, dan budayva skala besar
belum dapat dilaksanakan;



fd) sominar, workshop, bimbingan  leknis,
pendidikan dan latinan [diklat), dan/ataa
kepiantan lain yvang sejenis  diperbolehkan
denpan  poserta paling banyak 300 (uga
pululy) orang  atau 50% dan kapasiras
'I"I.IHFIEFJFI;

=) unjuk rasa, belum diperkenankan,

f) kegiatan  perayean  khitan,  kegiatan
porayaan permikahan, kegiaran pemakaman
dan/fatau tukziah kematian, diperkenankan,
dengan keteniuan sebagal berikut:

1) tidak beleh ada kontak fismik secara
lanpsung (bersalaman berpelukan) baik
antara poenyelenpgars, lami maupun
antar tamu yang hadat;

2 undangan dibatasi paling banyak S5
{lima puluh persen) dar kapasitas jika
di ruang terbuka mengpunakan tenda
atan 30% (tiga puluh persen) jika di
ruang terlutup dengan menggunakan
Gedung;

3) makenan disiapkan dalam box/teke
muaay  atau jika  jamuan | secard
prasmanan  dilayani oleh  petugas
denpan  menpgunakan masker dan

SATLIN [angan [teuma tidak
diperkenankan mengsmbil  makuanan
sendin)

g kepiatan pertemuan keagamaan

dipcrbolehkan  denpan  peserta paling
banyak S50% (lima puluh persen) dan
kapasitas ruang-rn;

h) latihan dan ujian seni musik, tari, dan
budayas lainnya, dilaksanakan dengan
jumlah peserta terbatas;

z aktivitas di balai latthan kerja diperbolehkan
dengan jumlsh paling banyak 0% {lima puluah

persen) dan kapasitas ruangarn;



(2]

o,

. aktivitas di sawah, dilaksanalan secara normal;

apllvitns di kolam/danau/sungai, dilaksanakan
secarn normal;

»oaltivitas di kanduop, dileksanakan sccara normal;

- eklivitas eanstirubst dhilalosanakan dengan

moenerapkan protokol kescharan scoara ketat
aktivitas  transportas:  puhlik, jam operasional
normel, dengon pembatasan jumlah pencmpang
pahng banyalk 30% (lima pulub persen); dan
alitivitas oick online diperbelchkan mengangloat
penumpang (kecuali pada Kelurahan zona merah),

Pemnbatasan jam operasional aktivitss sehagaimans

dimaksud pada ayat {1} ditctapkan lebih lanjut dengan
Koputusan Wali Kota.

Pasal &

Penetapan pemberlakuan PSBE secara proporsionsl pra

AKB ditctapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan

rekomendasi Gugus Tugas Covid -19.

(1)

Pasal 7

Apahila berdasarkan penctapan Pomcerintah  Pusat
atau Poemerintah Prowvinai Jawa Barat, Kota Deopok

masuk dalam status dacrah risiko tinggl (rona merah),
maka Gugus Tugas Covid- 19 melakukan ;

.-

pembatasan jam operasional untuk kegiatan  tokn,
pusat perbelanjaan, rumah makan, cafe, dan
tempat usaha/pusar  kegiatan  lainnya  sampai
dengan pukul 18,00 WIE;

khusus untulk layanan antar dapat dilakukan
sampai denpan pukal 2000 WIB;

pembatasan aklvitas warga dengan memniadakan
aktivitas berlumpul sampoad dengan pukual 20,040
WIB,



d. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada hurnaf a
dan hurul e dikecoalikan untuk akbvitas yans
bersifar kedaruratan,  layanan toko obar/apotck,
layanan fasilitas kesehatan, pekena vanpg kembali
dord alktivitns bekerja, pokerja shift molean serta
priugas yang melaksanakan kegintan pengawasan,
penertiban dan pengamanan.

(2] Ketentuan pembalasan schagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan Wali Kela serla berlaku selama 14
{fempat belas) har, dan  dapat diperpanjang
hordasarkan rekomendast Grogos Tupay Covid- 19,

BAB IIT
PEMBATASAN B0SIAL KAMPUNG 5IAGA COVID I3
(PSKS COVID IS

Pasal 8
Pembatasan  Somial  Kampung  Siaga Cowd-19 (PSKES
Cowvid-19 meripakan  pembatasan  s=osial  pada lewvel
Kampung Siaga Cowvd-19 berbasis REukun Warga (KW
vang dikatcgorikan mona mersh alau memilikl agregat
kasus positif Coved-1 9 tingpl, untuk memuius mala rantai
pronularan Covid-1%9 dengan pengaturan dan protoloel yang
ditctapkan.

Pasal 9
(1) Wilayah 'SKS Cowid-19 schagaimana dimalksud dalam
Pasal 7 ditetapkan oleh Wali Kola berdasarkan
rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 Dacrah Kota.
(2) Mekanisme penenbuan wilayah PSKS  sebagaimana
dimalkaud pada ayvart (1) dilalonikan dengan cara
a. identifikasi kelurahan dengan kasus kenfirmasi
positif Covied-19 = 6; dan
b. menentukan Kampung Siaga Cowvid-19 yvang akan
ditctapkan menjadi wilayvah PSKS dari Rukun
Warpa (RW) yanyg memililkt kasus konfirmasi positil
Cowrid-19 = 2 vang melaksanalan isolasi mandiri di
wilayah lelurahan vang memiliki kasus konlirmasi
postlif Covid-192> 6,



Pusal L0
Upaya penanpanan dan pencegahan peda saal PSKS
Copid-19 ditetnpkan pada sualu wilayah Rulkun Warga
(RW) dilaleukan melalul cara;
a. tahap peraispain;

1. pelucakan kontak kasus posilil;
2. gosialisusi dan edukasi masvarakal dalam PSKS

Cowed 15
3. musyawarah solidaritas sosial masyarakat,

b. tahap pencegahan dan penanganan:

1. sterilisasi ruang, rumah, fasilitas sosial dan fasilitas
umum pada lokasi PSES Cod-19,

2, pelaksanaan Rapid Test danjatau Swab PCR;

3. pemeriksaan dan pelavanan keschatan,

=

4. isolasi Rumah Sakit jika kondisi rumahnya tidak
memenuhi syarat untuk isolasi mandirt bagi kasus
konfirmasi positif Cowd-19 atau kasus terduga
Cowd-12 yang  achelumnya  melakukan  isolast
matdiri,

a. tahap bantuan sosial:

1. pemberian bantuan logistik;

2. pembenan kebutuhan masker, sarung tangan dan
handsanitizer;

d. tahap pendampingan:

L. penguatan  masyvarakat menghadapi pandemni
Cowid-19;

2. pelayanan konsultasi paikeolop;

3. pelayanan pembelajaran bagl anak-anadk;

€. pratokol keluar/ masuk PSKS Cowid-19:

I. pemberian rckomendasi bebas tugas oleh Lurah
setempat untuk warga di lokasi PEES Covid-19 vang
bekerja;

2. pengawasan orang masuk dan keluar lokasi PSKS
Clateiel-1 5.



(1)

(<]

HAR TV
PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 11
Palam  rangka pengendahan dan pengamanan
pelaksanaan PSBE secara proporsional pra AKB,
Wali Kota melibatlesn unsur TN, Kepolisian, dan
Satpol PP
Dalam hal keanggotaan Gugns Tugas Cowed-TH untuk
melaksanakan  pengendalian dan  pengamanan
pelaksanaan PSBR  secara proporsional pra ARB
schagpimana  dimaksud pada  ayat (1)  belum
menpakomodasikan  kebutuhan, maka dilakukan
penyesuaian personaha Guegos Tupas.

BAB W

SANKS1

Pasal 12

Setiap orang danfatau penyelenggara kegiatan  yang

melakukan polanggaran terhadap ketentuan sehagaimana
dirnaksud dalam Paszal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7

dikenakon sanksi sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
BAB VI
MONITORING DAN EVALIIASIT
Pazal 13
(1] Monitonng dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB

secara propotsional pra AKB dilakukan dalam rangka

menilal keberhasilan pelaksanaan PSBR,



(2] Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilukukan oleh Guegus Tugns Couvid-19 dan
unsur Perangkat Dacrah yang linpkup tugas dan
tangeonmg  jawaboya meliputi urusan keschatan,
perdagangan dan industrl, pariwisata, pendidikarn,
porhubungan, ketenagakenaan, dan ketentraman dan
ketertiban, instansi/lembaps yang MEnsngani urlsan
keagamaan serta  urusan  pgmerintahan  terkait
lainnya , dibantu Kepolisian dan/TNI.

BAE VI
PELAPORAN
Pasal 14

(1] Pelaksanaan PSBE secars proporsional pra AKB
dilaporkan melalui Satuan Tugasz dan/atau kanal
penanganan  penpgaduan masvarakat yang dimiliki
aleh Pemerintah Dacrah Kota.

2} Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
ditindaklanjuti cleh Gupus Tugas Cowd-19 Daerah
Kota dan Satusn Tugas scsual denpgan kewsnangan
dan tanggung jawab.

BAB V(]
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Keputusan Wali Kota ataupun kebijakan lain yang

dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota

ini  dinyatakan tetap berlaku  scpanjang tidek
bertentangan dengan kelentuan dalam Peraturan Wali

Kota ini



BAH IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Padn sasl Poraturan ind mulal berlaku, maka Peraturan
Wali Kola Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembtpsan Sosial Berskala Besar Socards Proporsional
Seaual Level  Kewaspadaan Schagat Persiapan
Pelak=anaan Adaptasi Kebiasaan Barma Untuk Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2013 [h Kol
Depok [Herila Dacrah Kota Depok Nomaor 38 Tahun 2020)
sebupaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan
Peraluran Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedus Atas Peraturan Wali Kota
Depok  Nomor 37 Tahun 20020  tentang Pedoman
Pembalasan Sosial Berskala Besat Secara Proporsional
Sesual Lesrel Kewaspadaan Sebugal Persiapan
Pelaksanaan Adaptasi Kebissaan Baru Untuk Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus [isease 20153 i Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depoelk Nomer 50 Tahun 20204,
dicabut dan dinvatakan tidak berlaio.

Fasal 17

Perpturan Wali Kota jni mulal berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar =etiap orang mengetahuinya, memerintahlkan
peopundangan  Peraturan  Wali  Kola  ini  dengan
ponempatannya dalam Berite Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
_ pada tanggal 4 September 2020
A4 WA LI KOTA DEPOK,
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N, MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok W% "'":{:%;__'-":'

pada tangpal 4 Seplember 2020

SERHETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
Tt

HARLHMONG

RERITA DAKRAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 60



